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BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BI SMI LLAI-IIR RAH MANI R RAH I M
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAT{A PENYAYANG

ATAS RAI.IMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang :

Mengingat :

BUPATI ACEH UTARA,

a- bahwa pelaksanaan pembangunan berkeranjutan sebagai
upaya mengr,rrsjudkan kesejahteraan dan kemakmuran
serta kelestarian fungsi lingkungan yang merupakan
bagian integrar penyelenggaraan pemeri,tahan cri
Kabupaten Aceh utara termasuk dunia usaha serragai
mitra dan subjek hukunr yang mempunyai tanggungiawab
sosial clan lingkungan untuk bersama-sama meial<ukan
pemberdayaan masyarakat merarui pemanfaatan program
kegiatan .yang dilaksanakan crengan baik dan sinergis
sebagaimana dimaksud dalam pasar 15 I-ruruf b Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2ooz tentang penanaman Moriar,
Pasal 74 ayat (1) da, ayat (2) undang-Unda,g Nornor 4o
Tahun 2oo7 tentang perseroan terbatas, pasar 2 dan pasal
3 Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2ol2 te.ta.g
Tanggung Jarvab Sosiar dan Lingkungan perseroan
Terbatas;

b- bahrr,'a berdas, rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf rr perru membentuk eanun Kabupaten Aceh
utara tentanS; pengerolaan Tanggung Jawab Sosiar dan
Lingkungan Pr:r , r..rahaan.

1' Pasal 18 ayat rr i/pdapg-undang Dasar Negara Republik
Indonesia 'fah , ,r.,l5i

2. Undang-Il' , i)arurat hrnmor 7 Tahun 1956 tentangPembc , rr.f&h Ott )m Kabupaten_kabupaten
dairr Daerah rjpinsi Sumatera Utara
(Lerrrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Repub,h'k fndonesia
Nomor lO92);
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3- undang-undang Nomor 44 Tahun t99g tentang
Pen5relenggaraan I(eistimewaan provinsi Daerah Istimervi
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lg99
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

4. undang-undang Nomo' 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Miiik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo3 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a297);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (l-,embaran Negara Republik Indonesil
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a6$l;

6- undang-undang Nomor 2s rahun 2oo7 tentang
Penanaman Modal (r,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo7 Nomor 67 Tambihan I-embaran Negara
Republik Indonesia Nomor aT2\;

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2oo7 tentang perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik IndonJsia Tahun
2oo7 Nomor 106, Tambahan r,embaran Negara Repubrik
Indonesia Nomor aT56);

B' u.dang-Undang Nomor 20 Tahun 2oog tentang UsahaMikro, Kecil dan Menengah ((Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahin rrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor aS66);

9 ' undang-undang Nomor 1 1 Tahun 2oog tentangKesejahte."ST Sosial (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oog Nomor 12, Tamblhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a96T);

10. undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oog tentangPerlindu.gan dan pengeloraan Lingkungan HicruI(Lembaran Negara Republik Indonesia tJnun 2oog Nomor74o, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Incronesia
Nomor 5059);

1 1' undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indcrnesia Tahun 20i4 Nomor 244, Tamba-han Lembaran
Negara Republik Indo.esia Nomor s5g7) sebagaima.atelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubah'n KccruaAtas tlndang-Undang Nomor 23 Tatun 2o14 ter-rtang['t'merintahan Daer;r]r (rrmbaran Negara Repubrir<
lrrrlonesia Tahun 201s Nomor 5g, Tambiha, Lembaran
I!,.gara Republil< Inclonesia Nomor 5679);

12.l , r'aturan Pe*re.intah Norrror 47 Tahun 20)2 tentang'i 'i'ggung Ja*'ab sosial rr.n Lingkungan perseroan'l' rbatas (Lembaran Negara It.rrrrblk tndonJ"i"Trnr,, n 2012Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 53O5);
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Menetapkan

13-Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun Tahun 2ol2
tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Daram
Penyelenggaraan Kese.iahteraan Sosial (Berita Negara
Reptrblik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 722);

14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2oog tentang penananrar-r
Moclal (lrrnbaran Daerah Aceh rahun 2oog Nomor 0s.
Tambahan Lerrrbaran Aceh Nomor 27) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2oog tentan[
Penanaman Modal (l-embaran Daerah Aceh Tahun 2015
Nomor 04, Tambahan l,embaran Aceh Nomor 50);

15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2o1l tentang pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh rahu. 2o11
Nornor O7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 35);

i6- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2or2 Tentang per.kebunan
(Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 6. Tambahan
l.embaran Aceh Nomor 43);

17. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang pengelolaan
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Aceh
Tahun 2013 Nomor 15, Tambaha, Lembara. Aceh Nomor 5g).

18.Qanun Kabupaten Aceh utara Nomor B Tahun 2or4
Tentang Rencana pembangunan Jangka panjang Tahun
2ao5-2o25 (Lembaran Kabupaten Aceli utara Tahun 2o14
Nomor 9, Tambahan r,embaran Kabupaten Aceh Utara
Nomor 2061.

19. Qanun Kabupaten Aceh utara Nomor g rahun 2014
Tentang Ren-cana pembangunan Jangka Menengah Tahun
2ol2-2o17 (Lrembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2ol4
Nomor 9 Tambahan Lembaran Kabupate, Aceh utara
Nomor 2O7).

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENGELOLAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 
1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara
2' Pemerintah l(abupaten adarah unsur perryerenggara

Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari atasBupati dan perangkat Daerah Kabupaien iceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dervan Penvakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, .vangselanjutnya disingkat DpRK Aceh Utara adarah temtagfperwakilan rairyat daerah sebagai unsur penyere,ggara

pemerintahan daerah.
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5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya
disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
Aceh Utara.

6. Qanun adalah Peraturan perundang-undangan sejenis
Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang mengatur
penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan
masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingku.rgan Perusahaan yang
selanjutnya disingkat dengan TSLP adalah komitmen
perseroan untuk berperan serta dalam pembangunal-l
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi
perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun
masyarakat pada umumnya.

8. Forum Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingl<ungan
Perusahaan merupakan badan yang bukan lembaga
pemerintah yang selanjutnya disebut dengan FPTSl,p.

9. Pengelolaan meliputi serangkaian kegiatan pendataan
perusahaan, penyusunan program, pengl-rimpultan clar-r
pendistribusian clana tanggung jarvab sosial rlan
lingkungan.

10. Perusahaan adalah setiap ber-rtuk usaha yang berbaclan
huku.m atau tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutuan, atau rnilik badan hukum, baik milik swasta
maupun milik negara yang mempekerjakan pekerya/buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

11. Masyaral<at aclalah penduduk yang berdornisrri di
Kabupaten Aceh Utara.

12. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan
merupakan dana yang didapat dari keuntungan bersih
perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Aceh Utara
sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan
perusahaan.

13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan
menairarn modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing untuk melakukar-r usaha di
wilayah Negara Republik Indonesia.

I4. Penanam moclal adalah perseorangan atau badan usaha
yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa
penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

15. Usaha Mil<ro adalah usaha produktif milik orang
perorangar) dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi l<riteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam
undang-untlang.

16. P,':rusalraan Patungan (,roint venturel adalah suatu usaha
'rng <limihlti secara I).tungan oleh dua atau lebih
; 'rusahrran vang ber<.lili sendiri dan tetap melakukan
l, rrgsin"r,;l SC, itr-& terl;isirh, akan tetapi men.yatul<an
sumber daya rnereka clalam satu lini aktiviias khusus.

17. Perseroan Terbatas, yang selanj,tnva disebut Ferseroan,adalah badan hukum yang -merupakan 
persekutuanmodal, didirikan berdasarkan pe{anjian, melakukan

kegiatan usaha dengan modar a'."i. y..rg seruruhnya
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terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan
pelaksanaannya.

18. Badan Usaha Milik Negara, yeng selanjutnya disebut
BUMN,adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan.

19. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut
BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari keka.yaan
I(abupaten Aceh Utara ),ang dipisahkan.

BAB II
ASAS-ASAS

Pasal 2

Dalam pengelolaaan TSLP harus dilakukan berdasarkan pada
asas-asas :

a. keislaman;
b. kemanusian;
c. kekeluargaan;
d. kemanfaatan;
e. kemitraan;
f. ketertiban;
g. kepastian hukurn;
h. keseimbangan;
i. keserasian;
j. keselarasan;
k. keharmonisan;
l. keadilan;
m. berkelanjutan; dan
n. berwa,*'asan lingkungan

BAB III
MAKSUD, TUJUAN

RL'ANG LINGKUP DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Maksurl dan Tujuan

Pasal 3
Pengattiran TSLP dimaksudl<an untuk :

a. memberi kepastian clan perlindungan hukum
pelaksanaan program tanggung jiwab sosiallingkungan perusahaan terhadap masyarakat
Kabupaten;

b

atas
dan

di

ntenciptakan hubungan yang, serasi, seimbang dan sesuai
rlt-'ngan lingkungan, nilai, norrna dan buday" *o.r,,..akat
setempat sebagai tanggung jawab sosiar perusahaan di
Kabupaten;
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c. mengkoordinasi dan mengakomodasi penyelenggaraaan
tanggung jau'ab sosial perusahaan di Kabupaten; dan

d. perusahaan yang berdomisili dan atau melaksanakan
kegiatan usahanya di Kabupaten baik sebagai l<antor
pusat, kantor cabang, anak perusahaan wajib
melaksanakan TSLP serta kemitraan dan bina lingkungan
di Kabupaten.

Pasal 4

T\uan Pengaturan TSLP adalah:
a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab

sosia-l termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-
pihak yang menjadi pelakunya;

b. terpenuhinya penyelenggaraan TSLP sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu
koordinasi;

c. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan riar
yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;

d. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan
dan mengoptimalkan dampak positif l<eberadaan
perusahaan;

e. untuk mendorong partisipasi perusahaan dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyaraka;

f. mendorong terwujudnya sistem perencanaan program
pembangunan kabupaten dan perusahaan yang berpihak
kepada masyarakat;

g. meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat, terutama masyarakat
lingkungan perusahaan dan masyarakat pada umumnya,
melaLui pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan serta
pemberian modal usaha sesuai ketentuan yang berlaku;
dan

h meningkatkan kelestariarr lingkungan yang
bermanfaat tragi pemerintah, perusahaan,
sekitar dan masyarakat pacla umumnva.

baik dan
masyarakat

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5
Ruang lingkup TSLP meliputi:
a. perusahaan yang menjalankan usahanya bail< .yangberdampak maupun tidak berdampak p^a, masyarakai

secara sosial maupun lingkungan;
b. menyelenggarakan pengelolaan TSLp;
c- membentuk Forum pengerora tanggung jawab sosiar

perusahaan;
d, pembinaan dan pengawasan;
e. peran serta masyarakat;
f. hak dan kewajiban perusahaan;
g. pendanaan; dan
h. sanksi.
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Bagian I(etiga
Prinsip

Pasal 6

(1) Asas penyelenggaraan TSLP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
a. kesadaran;
b. kepedulian;
c. keterpaduan;
d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
e. kemandirian;
f. sensitivitas;
g. keberpihakan;
h. kemitraan;
i. inisiasi;
j matualistjs (saling menguntungkan) clan non

diskriminasi; dan
k. koordinatif.

(2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan berpedoman pada:
a. manajemen yang sehat;
b. profesional;
c. transparan;
d. akuntabilitas;
e. kreatif dan inovatif;
f. terukur;
g. prograrn berkelanjutan; dan
h. berkeadilan.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN

LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 7

(1) setiap perusahaan berkewajiban melaksanakan TSLP.
(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada a1,at (1) adalah

perusahaan Penanaman Modal Asing (pMA), penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN), perusahaan patun gan (Jctint
venfitre) dan perusahaan lainnya yang tidak iermasr_rk
usaha mikro yang menjalankan usahanya di Kabupaten.

Pasal 8

( 1) Setiap BUMN dan BUMD atau nama jain ),angmenjalankan usahanya di Ifubupaten wqjib melaksanakan
TSLP de,gan memperhatikan kepentingan masyarakat
sekitar dan masyarakat pada umumnya.

{2) Ketentuan tek,is pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada. ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Setiap pe'usahaan yang merakukan kegiatan usaha
sumber daya alarn dan kegiatan bisnis -lainnya 

yangbersifat rnencari keuntungan serta beroperas.i criKabupaten berkewajiban menyiapkan dana TSLP, kecuari
bagi kegiatan usaha mikro.
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(2) Rencana penggunaan dana TSLP guna membiayai program
yang disusun oleh FPTSLP dengan melibatkan unsur
Pemerintah, unsur masyarakat dan unsur perusahaan
dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar
kegiatan usaha dan masyarakat di tempat lain serta
mengiku tsertakan perusahaan yang bersan gk u tan .

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan TSLP
berkewajiban :

a. memfasilitasi Perusahaan dalam meiakukan perencanaan
dan pelaksanaan program TSLP;

b. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
program TSLP; dan

c. membangun kemitraan antara perusahaan dengan
masyarakat dan pemerintah.

BAB V
PENGELOLAAN TANGGUNG .IAWAB SOSIAI, [)AN

LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal I I

(1) Pengelolaan TSLP oleh FPTSLP terdiri dari kegiatan:
a. Pendataan perusahaan yang berkewajiban

melaksanakan TSLP;
b. Penyusunan program sosial di Kabupaten dan

penghimpunan dana dari perusahaan yang memiliki
kewajiban melaksanakan TSLp;

c. Melakukan sinkronisasi antara program FPTSLp
dengan program Pemerintah Kabupaten;

d. Pendistribusian dana dan/atau dalam bentuk rain dari
perusahaan yang memiliki kewajiban melaksanakan
TSLP kepada masyarakat.

(2) Tanggung jawab sosial diarahkan melalui 4 (empat)
program utama di lingkungan Kabupaten, yakni :

a. pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan
sosial;

b. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
c. bidang lingkungan;
d. bidang lainnya yang disepakati oleh perusahaan

dan/atau pemerintah Kabupaten.
e. kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial

dan budaya; dan
t. tanggap darurat sosial dan bencana alam.

(3) Teknis pelaksanaan pengelolaan TSLP
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Bupati.

sebagaimana
diatur dengan
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Pasal 12

Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan wajib:
a. men-yusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan

TSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial
perusahaan dengan memperhatikan kebijakan dan program
pemerintah kabupaten dan peraturan perundangan yang
berlaku;

b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkarr sistem
jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain
serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi
terhaclap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan
kepentingan perusahaan, pemerintah kabupaten,
masyarakat dan kelestarian lingkungan.

c. rnelakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan
pelaksanaan TSLP kepada FPTSLP secara periodik.

Pasal 13

Sasaran penyelenggaraan TSLP ditujukan kepada:
a. masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan; dern/atau
b. masyarakat kabupaten pada umumnya.

BAB VI
FORUM PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 14

(1) FPTSLP l(abupaten ciibentuk berdasarl<an l(eputusan
Bupati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(2) FPTSLP memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Melakukan sosialisasi mengenai TSI-p l<epacla
perusahaan .yang menjalanl<an usahanya di Kabupaten;

b. Melayani clan memfasilitasi perusahaan .yang memilil<i
kewajiban dan/atau dapat melaksanakan TSl.p urtuk
men gaktualisasikarr TS Lp;

c. Mendata, mencatat, mendokumentasika, dan
rrempublikasikan seluruh kegiatarr TSLp .yang
dilakukan;

(3) FPTSLP memiliki tugas :

a. Mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusurl
program dan kegiatan TSLp di Kabupaten;

b. Ir{elakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
dari pelaksanaan TSLP perusahaan di Kabupaten;c. Melaksanakan pelaporan program/kegiaian daram
rangka penyelenggaraan TSLP di Kabupaten kepada
Pemerintah Kabupaten, DPRK dan perusahaan
pembayar TSLp.

(4) FPTSLP dibe.tuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
Qanun ini diundangkan.

(5) Pembentukan Fpl'SLp dilakukan oleh Bupati.

9



Pasal 15

FPTSLP terdiri dari : ,

a. Perwakilan Perusahaan;
b. Perwakilan Pemerintah;
c. Perwakilan I-embaga Swadaya Masyarakat;
d. Perwakilan masyarakat; dan
e. Perwakilan Akademisi.

Pasal 16

(1) Susunan FPTSLP terdiri dari:
a. PenanggungJawab;
b. Ketua;
c. Sekretaris;
d. Bendahara; dan
e. 3 (tiga) orang Anggota.

(2) FPTSLP berhak atas pendapatan.

{3} Teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAKSANAAN TSLP

Pasal 17

(1) Perusahaan dan FF,lsLp menentukan pilihan sasaran
TSLP berdasarkan data yang disediakan pemerintah
kabupaten, dengan mengisi formulir;

(2) Berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksucl pada
lyat (1) menindak-lanjuti dengan menyusun rencana
kerjasama.

(3) Rencana TSLP yang telah disepakati sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dituangtan dalam naskah
kesepakatan bersama yang ditandatangarri oleh Bupati
dan pihak Perusahaan.

Pasal 18
Setiap ' Perusahaan rnelaksanakan TSLP
rencana yang telah rlisr:pakati.

sesual dengan

pasal 19

(1) FPTSLP u'ajib men\',rr)rP;rirtan laporan pendataan
perusahaitrr. penyusun;ut f)r( rrtf.arrl, pendist.ibusian dana
dan pcl:,rl(sanaan TSI-P kep:rrl,. l)emerintah Kabupaten dan
Dewan [)erwakilan Rrrk,, at K;,r,,rl)aten.

(2) Penyarrrllaian laporari ,.i.bag,. ,,ana dimaksud p;rcra ayat(1) rjil;rliukan sekali cl;rl;rin I rtu) tahun.
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BAB VIII
TATA CARA PENGBLOLAAN

Pasal 20

(1) Tata cara mengenai pendataan perusahaan, pen)/usunan
program, dan pendistribusian dana dari perusahaan yang
memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan TSLP
kepada masyarakat, dirumuskan oleh FPTSLP Kabupaten.

(2) Tata cara mengenai pendataan perusahaan, penyusunan
prograrn, dan pendist-ribusian dana dari perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan clengan
Peraturan Bupati.

Pasal 21

ti) Pemerintah liabupaten menyampaikan prograrn sl<aln
prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program l'SLp
kepada FPTSLP.

(2) FPTSLP wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dar-r
evaluasi TSLP dari masing-masing perusahaan yang telah
terdata kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB IX
BESARAN DANA

Pasal 22

(1) Perusahaan wajib menyediakan dana TSLP.
(2) Penentuan besaran dana TSLP ditetapkan sebesar 2.r'o (dua

persen) dari keuntungan bersih (netbenefit).

BAB X
LAPORAN PENGGUNA DAN PENGELOLA

Pasal 23

(1) Setiap indjvidu atau kelompok masyarakar yang
mernperoleh dana atitu dalam bentuk lainny,a rva-iib
menyerahkan iaporan pcnggunaan dana kepada FpTSLp.

(2) Jika individu atatr kelompok masyaral<at ticlak
men,verahkan laporan sebagaimana dimaksucl pacla ayat
(1), tidak dapat lagi mernperoleh dana TSLP.

llr\lJ XI
SIST!)lvl INITORMASI

I'tr:,,itl 24

(1) Penrr:r'irrtah I(abupatr.rr l.itd r, i cdiakan informasi
akur";rt merrlqr:nai rlnrlir yanli ,liperlukan sebagai
dalarn [)etl.\,usunan r(]n(.ana J'i ,i l, di Kabupaten.

(2) ''rfbrm;rgi selr;'rgaimanir dimari ,l pada ayat. (l) sel<rrrang-
, ,trangrria mr:rnuat:
a. program plioritas pembangunar-N pemnerifu:ltah

Kabupaten;
b. program yang telah clidanai TSLp;
c. perusahaan -yang telah melaksanakan TSLp; dand. perkembangan pelaksanaan TSLp di Kabupaten.

yang
bahan
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(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyeienggaraan
prograrn TSLP.

(2) Peran serta masyaral<at sebagaimana dimaksud pacia ayat
(1) diw,ujudl<an dalam bentuk:
a- penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses

penyusunan program TSLP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2);

b. pengaduan terhadap pelaksanaan TSLP -yang tidak
sesuai clengan program/kegiatan yang telah
ditetapkan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan
terhadap perusahaan dan kinerja FpTSLp.

(2) Dalam hal FPTSLP tidak menyerahkan laporan penclataan
perusahaan, sebagairnana dimaksud dalam pasal l4 avat
(2) dan (3), Bupati memanggil FpTSLp.

BAB XIV
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Penghargaan

Pasal 2T

{ 1} Pemerintah l{abupaten dapat memberi apresiasi atau
penghargaan kepada perusahaan yang secara nyata cian
efektif telah rnemberikan kontribusi teihadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat,

(2) Pemberian apresiasi atau penghargaan terhadapperusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1i,
dilaksanakan c.,leh Bappeda.

(3) B.r;lrrl< dan jenis pcnghargaan, tata car-a peniraian,
I)r'ri()mit.rasian dan pcnr:tapan perusahaan yang berhak,.'' rrcrinr, penghargaar), sebagaimana dimaksud pada ayat
' 'iA. ^.t'trt 

(2), ditetapr<;rrr crengan peraturan Bupati.

Bagiirrr l(edua
Sanks;i

Pasal 28

penga\\/asan

(1) Dalam hal perusahaan tidak meraksanakan r<ewajibann.yasebagaimana climaksucl daram pasal 22 a.vat (r ),pemerintah Kabupaten memberika. sanr<si admi,istratif,mel.iputi:

12



a. Peringatan tertulis;
b. Pembatasan izin usaha; dal
c. Izin usaha tidak diperpanjang.

(2) Dalam hal pengelola FffSLP tidak melaksanakan fungsi,
tugas, darr kew'ajibannya, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), dapat diberhenlikan oleh
Bupati.

Pasal 29

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2'0
ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sebanyak 3 (tiga)
kali.

(2) Lama antara peringatan pertama, l<edua dan ketiga
masing-rnasing dengan jangka waktu 1 (satu) bularr.

(3) Terhadap perusahaan yang izin usahar-rya dikeluarkan
oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat maka
Bupati dalam membuat surat peringatan harus
menyampaikan salinannya kepada Pernerintah yang
mengeluarkan izin,

Pasal 30

(1) Pembatasan izin usaha dan izin usaha tidak diperpanjang
sebagaimana rlimaksud dalam pasal 2fl ayat if 1 f,,-,.if f,
dan c diterbitl<an oleh instansi yang mengeluarkan izin
usaha.

(2) Bupati bersama FPTSLP melakukan evaluasi terhadap
perusahrr;")lr )/ang tidak melaksanakan kewajiban TSl,p clar"r
me)aporkan kepada instansi yang mengeluarl<an izin
untuk dilakukan pembatasan izin usaha atau izin usaha
1r, iirk diperpanjang.

Pasal 31

Perur',ihaan dan I,msLP yang menyalahi penggunaan clana
TSLI' ,likenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan
peru r', I ang-undangar-r yang berlaku.

(1)

BAB XV
PEMRIAYAAN

Pirsi:r i 32

rrrbia)'aarr yang diperluknn untuk melzr]<sanakar.r
rentuan clal;rm Qanun in, rlibeltanl<ar-r pacla Dana
:lPlgung Jau;rl, $6ci il dan Lir l<Ungan perusahaal.

(2) rya pernbinii;,rr (l it, i.)engau/;
:h Utara. j/i1t besar,
,lampuan l.:, lng Daeralr

,rrr dibebani<an r.:rcla APBK
r disesuaikir cl;gan

(.j rLl,'nber penrriarraa-r-rr 1a11, yang trda*< mengilat yrang sesuaj
d e n gta,ra keoieni'tu an p e ra tu rarn pe ru r'Idaan g- rin dan ga,r..
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BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

FPTSLP Kabupaterr harus melakukan sosialisasi Qanun ini
kepada perusahaan dan masyarakat paling lambat 6 (enarn)
bulan sejak diuirdangkannya Qanun Kabtrpaten ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

ini mulai berlaku pada tanggalQanun Kabupaten
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahl<an
pengundangan Qanun ini dengan penempatannl,a dalam
irmbaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Lhokseumawe
I t3 Januari 20 16 M

3 Rabiul Al<h 37 r-{,fr:
CEH UTAR

MAD THAtt]

Diundangkari di Lhokseumawe
pada tanggi rl I3 Jan 2OL6 M

3 Rabiul Akhir 1437 H
'DTARIS DAERAH

N ACEH UTARA, 4
ARI

Paral l\oordinasi

Kepala BaJrlr,'ria

Kabag Hukrrrrr

LEMBARA}{ KABUPATE,N ACEH UTARA TAHI.JN 2A15 NOMOR 8
l.loMoP. REGISTtrR QANl-rN KABUPATILN AOLH UTARA PROVINSI ACDI-I (NOMOI( () I'2Ot5)

r
tlr,}

,(

L
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PENJEI.ASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 8 TAFIUN 2015

,IENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM
Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau
Lidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, ataumjlil< badan
hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan
pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lair-r.

Perusahaan mempunyai peranan penting dalam upaya menggerai<l<an ciar-r

mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi pada khususnya.
Oleh karena itu, a"gar perusahaar"r dapat melakukan fungsinya cicr-rgar-r l-lail<
yang sesuai dengan peranannya urrtuk meningkat.kan kesejaht.eraan clan
kemakmuran rnasyarakat serta l<elestarian lingkungan hidup rli n,il;r.yah
Kabupnten Acelr LItara sehingga perlu dilal<trkan l<ebi jal<an clalarn
Pengelolaan Tanggung Ja'n,ab Sosial dan Lingkungan Perusahaetn dengan
ker,venangan yang jelas, akur-rtabel, berkeadilan, merata, bermutu, ltercla.\,a
gllna dan berhasil guna.
Terkait" dengan tujuan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Tat-rggur-rg
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah untuk menciptakan
hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai,
nonna dan budaya masvarakat setempat, serta kemitraan dan iriner
lingkungan di Kabupaten Aceh Utara. Apalagi, cli Aceh dan I(alturpaten Aceh
Utara merupakan daerah istimewa dan berlaku otonomi khusus.
sebagaimana Undang-undang Nomor 14 tahun .l999 

tetzrng
Penl'slsrggaraan Keistimewaan h-opinsi Daerah Istime',va Ar:eh clan
Undang-Undang Nomor 1.1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Tanggung .Tau'ab Sosial dan Lingl<ungan Perusahaan clalam
perkembangannya harus dapat mengikuti dan memenuhi lieltutrrhan
perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang sangat ilesal der,r,astr
ini. Seiain itu, dimaksudkan untul< menciptakan l<esatuan lrukurm serta
rnenlenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih nlerrlaclt
pemllangunalt nasional, dan rnerlamin l<epastian dan penegal<an hul<um.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal l

Cukup je1as.
Pasal 2

Huruf a
Yang di maksud dengan "asas keislaman"adalah r<etentuan-
ketentuan mengenai rsPL dengan kesaciaran untul<
menjalankan dan mematuhi qanun ini adalah berhubungan
dengan l<etaatan.

Yang dimaksud de.gan "asas kemanusiar-r" :rrtalah
pelaksanaan program dan kegiatan TSLP mencerminkan
perlindungarr dan per-rghormatan hak-hak asasi rnarrusia
serta hakekat rlan martabat setiap warga Negara s€_,ceu-a
proporsional

l iur-uf b
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Huruf c

Huruf d

Huruf e

Huruf f

Huruf g

Huruf h

Huruf j

l'Iuruf k

Huruf I

F{uruf m

Yang dimaksuri dengan "asas kekeluargaan" adalah TSPI-
yang dilakasanakan harus mencerrninkan musyawarah
untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan' adalah TSLP
yang dilaksanakan harus membawa kemanfaatan bagi
semua pihak baik perusahaan, Pemerintah Kabupaten
maupun masyarakat.

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah TSLP
dilaksanakan dengan mengeclepankan keqa sama saling
menguntungkan demi tercapai kemanfaatan yang lebil-r
besar bagi masyarakat dan liabupaten.

Yang dimaksud clengan "asas
penyelenggaraan TSPL trarus
ketertiban dalam masvarakat

ketertiban" adalah
dapat merrimbulkan

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kepastian" hukunt aclalah
penyelenggaraan TSLP harus diclasarkan kepada peratur.an
dan pedoman yang lterlaku sehingga menjamin kepastian
hukum bagi seluruh pihal< yang terlibat baik clalam
perencanaan maupun pelaksanaan TSLP

Yang dimaksud dengar-r "asas l<eseimbalgan" aclalah
sasaran kegiatan TSLP dalam rangka pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatl<an l<ualitas
kehidupan t-lan lingl<ungan yang bermanfaat bagi
perusahaan, l<omtrnita.s setempat clan masl,arakt secara
seimbang.

Yang dimaksud clengan "asas keserasian" adalah program
dan kegiatan TSI-P dilaksanal<an serasi clengan program
dan rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan' aclaral-r
penyelenggaraan TSLP harus mencerminkan keselarasan
antara. kepentingan mas-yarakat, perusahan clan pemerintah

Yang dimal<sud rlengan "asas keharmonisan" aclalah
penlzs|6r*garan TSPL pada clasarnya tidal< tr.lr:h
bertentangan dengan nilai cian norma yang acla ,r,air.u nilai
clan norrna agama, hokum dan peraturan. aclat istiarlat cl:rr-r
kebiasaan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah TSLP harus
cli'rpat dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakal
Kalrupaten dengan mengeclepankan kepentingan .yangpirlrrrg mendesal<.

Yang dimaksud dengan ,'a.sas berkelanjutan,, adalah
pelaksanaan program TSLp diupayakan dilaksanakandengan seopt-imal mungkin den[an memperhatikan
kebutuhan di masa yang akan datang.
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Huruf n
Yang climaksud dengan uasas benvau,asan lingl<ungan"
adalah kegiatan TSLP djarahkan pada kegiatan
pemberdayaan kondisi sosial maslzarakat melalui
peningkatarr kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan
konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumlrcr cia1,a
yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap
perubahan i.klim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat 1

Huruf a
Yang dimaksucl dengan prinsip kesadaran adalah
kemampuan yang penuh dari masyarakat clan atau
individu-individu terl<ait dirinya sendiri cjan
lingkungannya yang m.emerlukan suatu persepsi dari
dalam diri dan luar lingkungan.

Huruf b
Yang dinraksud dengan prinsip kepedulian adalah
sikap menghiraukan, sikap memperhatikan oratrg lain
atau suatu sikap r:ntuk ikut serta dalam mengerti
dan memahami masalah serta kesusahan orang lair-r
yang diwujudkan dengan membantu berupa
dukungan materi maupun non materi.

Huruf c
Yang dimaksucl dengan prinsip keterpaclu:rn aclalah
adanya hubungan set.iap bagian sehingg:r secari-r
keseluruhan tampak keterkaitannya baik clalam kata
maupun realita vang ada.

Huruf ci

Ilurrilr:

Yang dimal<sud dengan prinsip kepatuhan hukurm
dan etika bisnis adalah ketaatan hukum -yangdikonkritkan dalam sikap, tindakan atau tingkatr
laku manusia.
Yang dimaksud dengan prinsip etika bisnjs adalah
cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang
rrtencakup selul'uh aspel< yang berkaitan clengan
rrrdividu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.

Yang dimaksud dengan prinsip kemandiriarr adalah
sikap kesr,r,askarsaan, -yaitu berbuat sendiri secara
aktif dan l<ebebasan untuk mengambil kepr,rlusan,
penilaiar-r, pendapat dan pertanggungjawaban.

Yang dimal<sud dengan prinsip serrsitivitas aclalah
kepekaan terhndap kondisi sosial lingkungann-\/a

Ya,g dimakstrd dengan prinsip keberpihakar-r adalahhal berpihak pada kesejahteraan dan r<emar<muran
masyarakat

li ,! il

,ig
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P:,at 2

Huruf h
Yang dirna,ksud dengan pnnsip kemitraan adalah
adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha
menenga.h/r-rsaha besar disertai oleh pembinaan dan
pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah/
besar clengan memperhatikan pnnsip saling
memerlukan, memperkuat dan menguntungkan atau
perihal hubungan/jalingan kerjasama setragai mitra

Huruf i
Yang clinraksud dengan prinsip inisiasi adalah sikap
diri perusahaan yang mampu memunculkan langi<ah
atau upa-va yang menimbulkan dampak positif di
masyarakat.

Huruf j
Yang climaksud dengan prinsip matualistis (saiing
menguntungkan) dan non diskritninasi adalah
mampu membentuk kemitraan (net workir-rg) .vang
saling menguntungkan dengan pihak-pihak lain.
Yang dimaksud dengan prinsip non disl<riminasi
(tanpa perbedaan) adalah pemberian perlakuan \/ang
sama bagi semua dan tidak memberi keur-rtungan
kepada pihal< tertentu dengan tetap memperhatil<an
kepentingan nasional.

Fiuruf k
Yang diuraksi-rd dengan prir-rsip koorclir-ratif aclal:rh
bersifat l<oordinasi, yaitu mengemul<akar-r visi dan
misi untuk mencapai ketertarikan hubungan antara
perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Huruf a
Yang d'imaksud dengan manajemen yang sehat
adalah manajernen yang baik jika diukur clari tingkat
pertumbuan moda1, aset, volunre usaha atau dari segi
l<euangan, produl<tivitas, pemasaran dan lcualitas
mutu yang baik.

Hunlf'b
Yang dimaksud clengan profesional adalah profesi
yang memerlukan kepandaian khusus untuk
menjalankannya/kompeten dalam suatu pel<erjaan
tt'rtentu, mampu menguasai ilmu pengetahuan secara
:rrendalam, lcreatif dan inovasi atas bidang .yang,ligelutinya serta harus selalu berpir<ir po.sitir iengarr
rnenjunjung tinggi etil<a dan integr-itas pr.ofesi.

ITr:' ri r:

Ya,p1 dimaks,d clengan transparan aclalah 1;rinsip
keterbukaan yang mernungkinkan mas.yaral<at urr tul<
me.getahui dan menclapatkan akses informasi
seluas-iuasnya tentang tanggung jawab sosial (suatu
persoalan),

tA
I i t.-t

Y,ng dimaksud dengan akuntabiritas aclalah
penanggungjawab pen-velenggaraan suatu urusanpemerintahan ditentukan berdasarkar-r
kedekatarnnl,a dengan luas, besaran dan jangkauan
dampal< yang ditimbulkan oleh p.ry"i".,{garaan
suatu urt-lsan pemerintahan.

Iti



Huruf e

Yang dimaksucl clengan l<reatif adalah l<emampuan
untuk menciptakan atau menghasilkan sesuat.u .yang
baru.
Yang dimaksud dengan inovatif aclalal-i bersifat
rnempel'kenalkart sesuatu yang baru.

Huruf f
Yang dimaksud dengan terukur adalah dapat clinilai
dari tujuan dan sasaran bidang yang dimaksud baik
yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif jil<a
djbandingkan dengan titik tolak keadaan sebelumnya.

Huruf g
Yang dimaksud dengan program berkelanjutan adalah
program )'ang terus rnerlerus mampu Inen)'esuail<an
diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni clalam berkarya dan berkehicluparl
bermasyarakat.

I-luruf h
Yang dimaksud clengan keadilan adalah memberikan
hak yang sarna kepada orang lain sesuai dengan
kebutuhan clan fungsin.l,a dengan menaruh segala
sesualu pacla tempatn3,a

Ayat'l
Cukup jelas.

Ayat 2
Yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adaiah
penanaman modal asing yang clilakukan untuk menjalankan
perusahaan di Irrdonesia dan menanggung segala resiko
penanaman modal tersebut secara langsung
Yang di:naI<sud dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) adalah l<egiatan menanam modal untuk usaha cli
wilayah Negara lrrdonesia yang dilakukan oleh penanam
modal dalam negeri clengan menggunal<an moclal clalam
negeri.

Pasal 7

Pasal B

Pasal 9

Pasal 10
Ayat 1

Cukup jelas
Ayat 2

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimakstrd dengan sumber daya
perusahaan yang l<egiatan usahanya
menrarlfaatkan sunrher daya alam yang
Kehutanan, Perkebll It;.u1, dan Pertambangan

Avat (3)
Cukup.jelas.

A)'at 1

Ayat 2
Cukup.jr:las

Cuku p.jr:las

alam aclalair
mengelola clar-r

meliputi sel<tor
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Ayat 3
CukuP.jt-'las.

Pasal 1 1

Ayat 1

CukuP jelas.
Arrcf ?/ rJ.(L a

CukuP jelas
Ayat 3

CukuP jelas
Pasai 12

Yang dimaksr-rd dengam "memperhatikan peraturan perundangan

yan; berlaku" adala6, unclang-undang beserta peraturan pelaksana

undang-undang mengenai sumber daya alam atau -Yang berkaitan
rJengan sumLre*i: claya alarn serta etika menjalankan perus'ahaat-t

ant.ara lain peraturan perundang-unclangan di bidang perindustt'ian,
kehutanan clan perketunan, rninyak dan gas bumi, badan ttsaha

milik Negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan
mineraL dan batubara, ketenagalistrikan, perlindunga'"r clan

pengelolaan lingkungan hidup, hak asasi manusia, ketenagal<erjaan
dan perlindungan konsLtmen.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Avat 1

Cukup jelas.

Cukup ielas

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Avat l
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cul<up jelas.

Pasai 17
Ayat I

Cukup jelas.
Ayat 2

Cukup jela.s
ASrat 3

Cukup jelas.
Pasal iB

Cukup jelas.
Pasal 19

Ayat I
Cukup jelas

Ayat 2
Culcup jeias

Ayat 2

Ayat 3

!.yat 4

Ayat 5

).0



Pasal 20
Ayat 1

Cukup jelas.
Ayat 2

Cukup.ielas
Pasal ?1

Ayat 1

Cukup jelas.
Ayat 2

Cukup jelas
Pasal 22

Ayat i
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 23
A5rat I

Cukup jelas.
Ayat 2

Cukup jelas
Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas.
Ayat 2

Cukup jelas
Ayat 3

Cu1.r r1l jelas.
Pasal 25

Ayat I
Cril.rrpjelas.

Ayat 2
Cr,r ;1: .jelas

Pasal 26
Ayat 1

Clu, ,rp jeias.
Ayat 2

(., rrlljelas.
Pasal 27

Ayat I
( ttp jelas.

Ayat ..
' 
rP ielas.

Ayat .I
r i,rrlpjelas.

Pasal 28
A, rt1

r. rrkup jelas.
A3 t2

Crri ;rn ir:las
Pas,,;29

Ayat. I
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.
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Ayat 3
Cr-rl<up jelas

Pasal 30
Ayat 1

Cukup jelas.
Ayat 2

Cukurp jelas.
Pasai 31

Cul<up -jelas.

Pasal 32
Ayat I

Cukup jelas
Ayat 2

Cukup jelas
Ay-at 3

Cukup jelas
Pasal 33

Cr-rkr-rp jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
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